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ABSTRAK bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Ayat (1) dan (3) 
Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan 
Walikota menjadi Undang-undang;      
 

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 huruf b Undang-

undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; 
bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b 

diatas, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten Lebak Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling 

Sedikit sebagai Persyaratan Pasangan Calon dari Partai Politik 
atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan 
Wakil Bupati Lebak Tahun 2018. 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 
Tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277); 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 
Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor  4286);  
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 

Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor  483); 
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 
Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah 

menjadi Undang-undang; 
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 

Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 
Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
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Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan 

Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang 
Penetapan Peraturan  Pemerintah Pengganti Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 
Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5898); 
Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6109); 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 

2005 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 
Tahun 2015 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, 
dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 
3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen 
Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan 

Umum Independen Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata 
Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara 
dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan 
Wakil Walikota; 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia  Nomor 
10 Tahun 2015 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 
Bupati/ dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia  Nomor 

11 Tahun 2015 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara 
dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil 
Walikota; 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 
1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal 
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil 
Walikota Tahun 2018; 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 
2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan 

Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil 
Walikota; 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 
3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota 
dan Wakil Walikota;  
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Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 
4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota 
dan Wakil Walikota; 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 
5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Peserta  Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati 
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 51 

Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dana  

Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 
Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; 

 
 
Menetapkan Jumlah Kursi Dan Jumlah Suara Sah Paling 

Sedikit Sebagai Persyaratan Pasangan Calon Dari Partai Politik 
Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati Dan 

Wakil Bupati Lebak Tahun 2018.  
   

 

CATATAN: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 10 September 

2017 

 

 

 

 

 


